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MENTDRINEGARA
PEBENCANAAN PT:MBANGUNAN NASIONAU

KEPAL\ BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR Kf,P. 002 /M.PYN/O7/2005
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mengingat

a. bahwa kerugian negara yan1 disebabkan oleh perbuatan

melanggar hukum, kelalaian, alau tidak melakukan kewajiban

sebagaimana mestinya, wajib diselesaikan sesuai ketenfuan

perundang - un dangan y ang berlakt;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu disusun Pedoman Penanganan

Penggantian Kerugian Negara di lingkungan Kementrian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Kementr[4a Negara PPN/Bappenas);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme;

2. lJndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentanS

Pemberantasan Tindak Prdana Korupsi sebagaimana telah

diltbah denganUndang-rmdang Nomor 20 Tahun 2OOl;

3.Undang- ...

Menimbang
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanS

P erbendahar aan Negaral

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan T anggmg Jawab Keuangan Negaral

6. Keputumn Presiden Nomor 101 tahun 2OO1. tentan8

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Ke{a Menteri Negara sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahw 2OO4;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

Tata Kerja l-embaga Pemerintahan Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9

Tahun2OO4;

8. Kepufusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OOZ tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

72Tahw2OO4;

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentanS Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barangfi asa Pemerintah;

l0.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentanS Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

l l.Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 02 1. / M.PPN / I 2 / 2O0 I
tentanS Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggarun

Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kantor

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Bappenas;

l2.Keputusan Menteri NeSara Perencanaan Pembangtnan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 050/ M.PPN/03/2OOZ

tentang . . .
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/Kf,PALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN

KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KXMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

tentang Organisasi dan Tata Kerja Ikntor Menteri Negara

Per encanaan P emb angtnan Na sional / Bappenas ;

l3.Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 262/ M.PPN/O\/2003

tentanS Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian negara adzlah pengurang an kekayaan negara sebagai akibat

perbuatan melawan hukum, kelalaian, mapun tidak melakukan kewajiban

sebagaimana mestinya.

2. Pengembalian kerugian negara adalah pengembalian sejumlah uang kepada

negara untuk mengganti atau memulihkan kekayaan negara yang dilakukan

dengan menSikuti tata cara yang telah ditetzpkan.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Bendahara adalahPegawai Negeri Sipil yang

dalam pelaksanaan t:tgasnya tidak diserahi tanggung jawab sebagaibendahara.

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara adzlahPegawai Negeri Sipil yang diberi

btgas dan tanggung jawab sebagai bendahara.

5. kndahara adzlah sr-rrrua orang 
^tau 

badan yang diberi tugas untuk dan atas

natna ne9ara, menerima, menyimpan dan membayar atzv menyerahkan uang

atau suratberharga ataubarang milik negara.

6. Pihak...



-4

6. Pihak Ketiga adalah orang ata:u Badan Hukum yanS mempunyai hubungan kerja

dengan kegratan Bappenas.

7. Kekurangan Bendzharu adalah selisih kurang antara saldo buku-kas dengan

saldo (uang) kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antaru bvktt persediaan

barung dengan saldo barung yanS sesunSSuhnya terdapat di dalam gudang dan

beruda dalam penSurus Bendahara.

8. lKekayaan Negara adalah aset ne9ara brupa uang, barung bergerak maupun

barang trdak bergerak, surat-surat berharga atau hak-hak negara yang dapat

dinilai dengan uang.

9. Tuntutan Perbendaharaan (tP\ adalah sual';' lata cara perhiitngan terhadap

bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan.

10. Tuntutan Ganti Rugi (TGD adalah penuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil

bukan bukan Bendahara dengan tujuan menuntut pengganti an atas suatlt

kerugian negaru srubagai attbat langsung ata;')pun tidak langsung dari suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PNS atau karena kelalaian

dalam pelaksanaat f.tgas kewajibannya.

11. Tanggung Jawab Renteng adalah proses Tuntutan Ganti Rugi (IGR) terhadap

beberapa orang yang terlibat merugikan negara dengan cara dipikul bersama.

12. lngkar Janji (wanpre stasi) adalah tidak melakukan dan atau melalaikan

kewajiban yang ditetapkan sesuai Surat Perintah atau dengan suatu akte sejenis

(Kontrak, Surat Perintah Kerja, dsb) atau jika Wrrryataannya sendiri menekpkan

bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai/ingkar janji dengan

lewatnya waktu yang ditentukan.

13. Ahti Waris adalah seseorang y^ng menggantikan kedudukan pewaris terhadap

warisan berkenaan dengan hak, kewajiba n, dan tan88vn8 jawab untuk

seluruhnya atzu sebagian.

14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKIM) adalah pernyataan

pertanggungawaban pgawai untuk mengembalikan kerugian negara dengan

jaminanyang cukup disertai dengan surat kuasa untuk menjual dan pengalihan

hak.

I5. Surat ...
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15. Surat Keputusan Pembebanan Pengganltan Sementara (SKPPS) adalah pernyataan

untuk menjamin kepentingan negara, kepada bendahara untuk dibebani

penggantian sementara.

16. Surat Keputusan Pembebanan adalah pernyataan kepada kndahara yang

mewajibkan yang bersangkutan untuk membayar atas semua kerugian negaru

yang ditimbulkannya.

17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara adalah surat

penetapan jumlah kerugian rregara yang harus dikembalikan kepada negara oleh

PNS/Bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara.

18. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) adalah surat tuntutan ganti rttgi yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharu yang terbukti

menimbulkan kerugian negara.

19. Surat Perrryatz.an Pengakuan Hutang (SPZH) adalah s$at Wrnyataan dan pihak

ketiga untuk mengembalikan kerugian negara.

20. laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan telah tedadi kerugian negaru

yang disampaikan Tim Ad Hoc kepadaTrm Penyelesaian.

21. l-aporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negaru adalah laporan yang

disusun oleh Tim Penyelesaian mengenai te4adinya kerugian negara dan

tindakan/rckomendasi penyelesaiannya.

22. lkAaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gagurnya hak untuk

dilakukan penuntutan terhadzp pelaku yang merugikan negara melahti pncses

Tuntutan Perbendaharaan ata:o T:u;n|ltltan Ganti Rugi (TPITGD.

23. Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara (T?KN) adalah Tim yang

dibenfuk oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg. PPN/Kepala Bappenas)

yang bertugas memberi pertimbangan dalam penyelesaian kasus-kasus kerugian

negara kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas.

24. Tim Pemeriksa Ad Hoc, selanjutnya disebut Tim Ad Hoc adalah Tim yang

dibentuk oleh Kehra Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara yang

beraryas membantu Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara dalam hal

melakukan pemeriksaan dan pembukfi an teqadinya kerugian negara dan

melaporkan hasilnya kepada Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara.

25.I.apran...
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25. laporun Hasil Pemeriksa an adalah laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim

Ad Hoc kepada Tim Penyelesaian.

Pasal 2

(1) Tuntutan pengembalian kerugian negara dilakukan berdasarkan Iaporan Hasil

Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Bappenas Nomor KEP.262/M.YPN/O5/2OO3 tentang Pedoman Penanganan

Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan laporan Hasil Pemeriks aan yang

disusun oleh Tim Ad Hoc sebagaimana dimakud dalam Keputusan ini.
(2\ Tunn;fan pengembalian kerugian negara dllaksanakan berdasarkan pada asas

keadllan, keseimbangan dan dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Tirjuan pedoman Wnanganan penggantian kerugian negara adalah:

a. menyelamatkan kekayaan negara ahibat kerugian rregara yang timbt:J dan upaya

untuk mengembalikan kekay aan neSara tersebut.

b. menegakkan disiplin dan tanggmg jawab Pegawai Negeri Sipil sebagai Wlakslana

Wmbangulan dan pngelola keuangan negara.

c. menciptakan kesatuan pandangan dan keseragaman bertindak bagi para

pimpinan unit/ sabtan organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menangani dan menyelesaikan pnrses

tuntutan pengembalian berbagai kasus kerugian negaru dalam lingkup tarlggong

jawabnya.

d. menyelesaikan kasus pnggantian kerugian ne1ara secara tepat, cepat, adil dan

tuntas sesuai dengan perat.;r.an dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(l)Bendaharu, Pegawai Negeri Sipil blkan bendahara, dan atau pejabat yang karena

perbuatannya atau karena kelalaian dalam melaks anakan kewajiban yang

ditugaskan kepadanya secara langsung atau ttdak langsung, telah merugikan

kekayaan dan atau keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.

(2) Pthak ...



-7

(2) Pihak Ketiga yang dalam melaksanakan perikatan/ perlanjian dengan negara

terbukti melanggar hukum, salah/lalai/ alpa atau melakukan wanprestasi yang

menimbulkan kerugian negara wajib mengganti kerugian negara tersebut.

(3) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pe,jabat dan atar Pihak Ketiga

yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian negara dapat

dikenai sanksi tambah an berwpa sanksi pidana, dan atau sanksi administratif,.

khusus bagi Pegawai Negeri Sipil;

(4) Kekayaan dan atau keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

121 dapat bersumber dari :

a. Anggarun Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Pinjaman HutanS Luar Negeri (PHIN); dan atau

c. Hibah;

BAB II
PEPAUATAN YANG DAPAT MENIMBI.]LKAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 5

Jenis perbuatan yang dapat dikenakan ketentuan penggant-tan kerugian negara

sebagaimzna diatur dalam Keputusan ini, antara lain meliputi, akan tetapi ndak

terbatas kepada:

a. melakukan pembayarun, pemberian, atau pe.ngebnran kepada pihak yang tidak

berhak;

b. melala;Jran pengehnran fiktif1'

c. memalsukan atau merubah harga dan atan jasa menjadi lebih mahal (mark-up);

d. memalsukan data, jumlah dan atau spesifikasi barzng dan atau jasa;

e. menerima komisi, potongan hargaldiskon dan atzu rabat yang seharusnya

menjadi milik dan dike mbalikan kepada negara.

f. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ata:u saruna (fasilitas negara) yang

ada padanya karena jabatzn atau kedudukannya;

g. menurunkan mufit barang;

h. kekurangan p.rbendaharaan (uang dan atau kertas berharga yang dapat dinilai

dengan uang dan atau barang);
i. tidak ...
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i. tidak mempertanggungawabkan LIYHD (Uan8 Yang Harus Dipertanggangsawab-

kan);

j. pegawai Bappenas tidak kembali bekeda di Bappenas sesuai dengan Wrafi$an
yang berlaku setelah yang bersangkutan menyelesaikan ttgas belajar;

k. pegawai yang tidak masuk bekerja dalam jangka waktu tertentu secara tidak sah

namun masih menerima gaji dan atau fimjangan lainnya;

1. menghilangkan, membuat kerusakan dan atar kekurangan terhadap asset

Bappenas;

m. menguasai assret negara secara tidak sahl.

BAB III
Pf,LAKSANAAN PENANGANAN PINGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tim Penyelesaian

Pasal 6

(1)

(2)

(3)

(4)

Pelaksanaan Wnanganan dan penyelesaian penggantian kerugian negaru

dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut Tim

Penyelesaian.

Penanggung Jawab Tim Penyelesaian adalah Inspektur Utama.

Anggota Tim Penyelesaian terdiri dari :

a. Inspektur Bidang Administrasi Umum;

b. Inspektur Bidang Kinerja kelembagaan;

c. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;

d. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi danTata laksana; dan

e. Kepala Biro Umum

Dalam hal tertentu apabila dipandang perlu, Penanggung Jawab dapat meminta

pertimbangan dan melibatkan 2 (dua) orang pejabat eselon II yang terkait

dengan substansi permasalahan kerugian negaru yang te$adi.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Tim Penyelesaian adalah:.

a. menindaklanjuti ...
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a. menindaklanjtn dan menyelesaikan kasus-kasus TP-TGR berdasarkan l-aporan

Hasil Pemeriksaan;

b. memufuskan dan menetapkan besarnya kerugian negara serta tzta cara

penyelesaiannyal

c. membentuk Tim Ad Hoc unhrk membantu penyelesaian penggantian kerugian

ne$aru;

d. mengkoordinasikan Wmantavan pelaksanaan eksekusi TP-TGR;

e. melaporkan penyelesaian penggantian kerugian negaru kepada Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sekretaris Menteri Negara

PPN,/Sekretaris Utama Bappenas dan atasan langsung pelaku, serendah-

rendahnya pejabat eselon IL

BagianKedtta

Tim Ad-Hoc

Pasal 8

(1) Keanggotaan Tim Ad Hoc terdiri dari:

a. Staf Inspektorat Utama;

b. Staf Biro Kepegawaian dan Hukum;

c. Staf Biro Umuml

d. Stat d^i unit kerja di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas yang terkait

dengan substansi pe.runasalahan kerugian negara yang te4adi.

(2)Jumlah dan susunan keanggotaan Tim Ad H@. ditetapkan oleh PenanggungJawab

Tim Penyelesaian.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Tim Ad-Hoc meliputi :

a. melaksanakan pembuktian atas teqadinya kerugian negaru;

b. menghitung besar jumlah kerugian negara serta melakukan investigasi untuk

mencai bukti kepastian pelakunya;

c. meminta keterangan, penjelasan, data dan informasi pendukung atau tzmbahan

lainnya;
d. menyusun ...
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d. menyrsun dan menyampalkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Tim

Penyelesaian disertai dengan penjelasan dan pertrmbangan serta telaahan hukum

unfu k membuat rekomendasi.

BAB I!
TATA CARA PENETAPAN DAN PEI{\'ELESAIAN

PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

P enetzp an Besarnya Kerugian Negara

Pasal 10

( 1) Penetapan besar'nya kerugian negaru ttdak boleh dilakukan dengan cara perkiraan

atau penaksiran.

(2) Dasar perhitungan jumlah dan besarnya kerugian atas kekayaan negara *bagai

akJbat perbuatan *bagaimana dimaksud dalam pasal S adalah sebagai berikut :

a. Wnetapan jumlah kerugian negar^ sebagai aktbat kekurangan

perbendaharaan adalah sebesar nilai uang yang tertttang dalam Beita Acaru

Pemeritsaan;

b. penetapan jumlah kerugian negara alobat hilangnya uang adalah sebesar nilai

uangyanghilang;

c. penetapan jumlah kerugian negara *bagai aktbat barang yang hilang, adzlah

sebagai berikut:

1. untuk barang yang ndak ada harga standarnya, Wnetapar. besarnya

kerugian berdasarkan harga pasar setempat (umum) pada saat barang ltu
hilang, tanpa penyusutan ;

2. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, Wnetapan

besarnya kerugian berdasarkan harga standar terakhir yang ditetapkan

oleh pihak yang berwenang, tanpa penyusutan;

3. khusus barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang

asing, Wnetapan besarnya kerugian negara menggunakan harga

berdasarkan nilai tukar (kurs) yang berlaktt pada saatbarang itu hilang;

d. pe:netapan ...
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d. penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat pegawai tugas belajar yang

melakukan wanprestasi adalah sesuai der.gan Wraturan yang berlaku;

e. Wnetapan jumlah kerugian negara sebagai aktbat pegawai tidak masuk

beke4'a adalah sebesar gaji dan ata:'r tltnjang n lainnya yang telah dlbayarkan

kepada yang bersangkutan;

f. penetapan jumlah kerugian negara akibat penguasaan/pnggunaan asset

negara secata tidak sah atat oleh orurrg yang tidak berhak diberlah*an sama

dengan kerugian aklbat barang yang hilang sesuai huruf c;

g. penetapan jumlah kerugian negara atas kerusakan barang adalah berdasarkan

jumlah dan besamya biaya yang dikeluarkan untuk memperbalki barung

tersebut sesuai dengan kondisi semula;

h. penetapan jumlah kerugiarr negara atas pembayaran, pmlrr,nan, pngeluaran

kepada pihak yang tidak berhak dan pengeltarun fiktif adalah sebesar nilai

nominal yang telah dibayarkan dan atat dikeluarkan tersebut;

i. penetapan jumlah kerugian ne9aru yatg disebabkan perbuatan memalsukan

atatl meflibah harga barang dan atau jara adalah selisih dai harga yang telah

dlbayarkan dengan nilai dan atarl harga pasar atas barang dan at^) jasa

tersebut;

j. penetapan jumlah kerugian negara yan1 disebabkan perbualzn menerima

komisi, potongan harga, diskon dan rabat yang seharusnya menjadi milik dan

dikembalikan kepada negara adalah sebesar nilai nominal yang telah diterima;

k. penetzpan jumlah kerugian ne9aru yang disebabkan perbuatz,n memalsukan

data, jumlah dan atau spesifikasi barang dan atau jasa adalah sebesar selisih

dari harga yang telah dlbayarkan dengan harga barang dan atau jasa yang

sebenarnya;

l. penetapan jumlah kerugian negara yang disr-babkan Wrbuatan
menyalahgrmakan kewenangan, kesempatan atall satana (fasilitas negara)

yang ada padanya karena jabatan atau kedtdttkannya ditetzpkan oleh Tim

Penyelesaian ber dasarkan kepatutan dzn keadilan.

Bagian
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BagianKedra

Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Pasal I I

Penyelesaian kerugian negaru yan1 ditimbulkan oleh bendahara dapat dilakttkan

dengan melalui :

a. penyelesaian secara damai.

b. tuntutan pe,tbendaharaan.

Pasal 72

( 1) Penyelesaian kerugian negara *cara damai dilakukan apablla pelaku mempunyai

itikad untuk mengembalikan kerugian negaru dengan caru damai.

(2) Penyelesaia secara damai dituangkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTM) yang ditandatangani oleh pelaku.

Pasal 13

(I)Tim Penyelesaian mengupayakan penyelesaian dengan membuat persetujuan

dengan pelaku yang bersangkutan mengenai hal-hal penting yang akan

dituangkan dalam SKTM.

(21 Apabila memungkinkan, Tim Penyele saian dapat meminta kepada pelaku untuk

seseSera mungkin menutup kerugian negara dengan cara menyetor langsung ke

Rekening Kas Negara melalu Bank Pemerintah baik secaru tunai maupun melalui

pemotongan gaji pelaku untuk selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan dan

dapat ditambah dengan angsutan dari penghasil an larn yang sah atzu dengan

menyita harta pibadi pelak,u yang bersangkutan.

(3) Apabila te{adi kemacetan dalam pelaksanaan penyelesaian secara damai sampai

batas waktu yang ditenhrkan, Tim Penyele saian dapat melaporkan kepada Menteri

PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama

Bappenas.

SKTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. jumlah ...

Pasal 74
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a. jumlah kerugian negara atau kekurangan perbendaharaanl

b. pernyataan bertanggung jawab atas kerugian yang drdeita oleh negara akibat

perbuatannya;

c. Wr ryataan bahwa yang bersangkutan telah menganti kerugian tersebut

sepenuhnya (lOOo/o) dengan menyetorkan ke rekening kas negara serta

menyebutkan nomor dan tanggal bukti setoran tersebut;

d. dalam hal yang bersangkutan belum menyetorkan atan sudah menyetorkan tetapi

belum lunas, di dalam SKTM harus dimuat pernyataan kesanggupan untuk

mengantr kerlurgian negara tersebut dengan menyebutkan j umlah uang, cara dan

wakht pembayaran serta menyebutkan j aminan-jaminan yang cukup;

e. WrrLyataan bahwa yang bersangkutan telah maklum, bahwa setelah memberi

keterangan dengan membuat SKIM tidak akan mengajtkan pembelaan diri dalam

benfitk apagtn dan menerima bahwa terhadapnya tidak dilakukan proses

tlrnhfian ganlt rugi menurut peratvran penmdangan yang berlaku.

Pasal 15

(l) Penyampaian SKTM dilakukan dengancara:

a. apabila SKTM dibuat dan dltandatangani sebelum penyamparan laporan Hasil

Pemeriksaan kepada Tim Penyelesaian, maka SKIM dilampirkan dalam LPH;

b. apablla SKTM dibuat dan ditandatangani sesudah penyampaian LHP kepada

Tim Penyelesaian, maka SKTM dilampirkan pada l-aporan Penyelesaian

P engganttan Kerugian Negara ;

(2)SKIM yang telah dibrat disampaikan kepada pelakt, atasan langsung pelaku,

Bagian Kepegawaian dan Bagian Ketangan sebagai dasar pemotongan gajr.

(3) Pemantauan atas tindak lanjt;,J terhadap pelaksanaan SKTM dilakukan oleh Tim

Ad Hoc dan atasan langsung pelaku serendah-rendahnya pejabat eselon II dan

hasll pemantauan dimaksud dilaporkan kepada Penanggung Jawab Tim

Penyelesaian

(1) Proses penyelesaian kerugian negara lrrelalui firntutan perbendaharaan dilakukan

apablla trdak tercapai penyelesaian secara damar.

2.Dalam...

Pasal 16
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(2) Dalam hal dilakukan tvntvtan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (7), Menteri Negara PPN,iKepala Bappenas menerbitkan Surat Keputusan

Pembebanan Pengganltan Sementara (SKPPS).

(3) Dengan dtterbitkannya SKPPS, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas ;

a. dapat memerintahkan pemotongan gaji/ pendapatan lainnya dai pelaku;

b. blla dianggap perlu dapat meminta kepada pihak yang berwajib supaya

melalcukan penyrtaan atas harta kekayaan milik pelaku.

(4) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas selanjufnya mengajtkan permohonan

kepada BPK RI agar menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

BagianKedta

Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BukanBendahara

Pasal 17

Penyelesaian kerugian negata yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

bttkan bendaharu dapat dllakt*an dengan melalui :

a. penyelesaian secara damai-

b. hmhttan ganti rugi.

Pasal 18

Menteri . . .

Penyelesaian kerugian negara secara damai untuk pegawai negeri sipil (PNS) bukan

bndaharu sesuai dengan ketentuan sebagarmana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 19

(1) Penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan gann rugi dilakukan apabila ndak

tercapai penyelesaian secara damai.

(2) Dalam hal dilakukan tuntutan ganti ntgi, Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas

berdasarkan lapran Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara menerbitkan

Surat Pemberitahuan Gantt Ruti (SPGR) kepada pelatru dengan memberikan

kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukzn keberatan/ pembelaan

dalam waktu 74 (empat belas) hari sejak diterima SPGR, dengan tembusan kepada
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Pasal 20

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) bendahara dan bttkan bendahara, atan

pejabat lain yang dikenai tLlntutan pe.nggantian kerugian negara brada dalam

Wngampuan, melarikan diri, atar meninggal dunia, penuntutzn dan penagihan

terhadapnya beralih kepada ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau

diperolehnya, yangberasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bendaharu danbukan

bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2)Tangglng jawab ahli waris untuk membayar penggantian kerttgian negara

srebagainana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapts apablla dalam waktu 3 (tiga)

tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada

Pegawai Negeri Sipil bendahara dan bukan bendahara, ata:u pjabat lain yang

bersangkutan, atau sejak pegawai Negeri Sipil Bendahara dan bukan bendahara,

at^t Wjabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atats. meninggal

dania, zhli waris fidak dibei tahu oLeh pejabat yang berwenang mengenai adanya

kerugian negara.

Pasal 27

(1) Kerugian negara yang ditimbulkan oleh beberapa orang, maka pengembalian

kerugian negara dipikul bersama *cara tangg:ung renteng.

(21 Cara penetapan besannya penSgantian kerugian negara berdasarkan:

a. bobot kesalahan berdasarkan nilai perolehan atas kerugian negara;

b. bobot kesalahan berdzsarkan tanggung jawab.

Bagian ...

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Tim Penyelesaian, dan Pejabat Eselon I

terkait.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas pelal<t

tidak mengajukan pembelaan atat pembelaanya ttdak diterima, maka Menteri

Negara PPN/Kepala Bappenas menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantran Kerugian Negara kepada pelaku, dengan tembusan kepada BPK,

atamn lanSsung pelaku serendah-rendahnya pejabat eselon II dan Tim

Penyelesaian.
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Bagian Ketiga

Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga

Pasal 22

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan tuntutan Banti rugi kepad^

pihakketiga adalah:

a. Tim Penyelesaian menSupayakan penyelesaian secara damai, dalam hal ini pihak

ketiga yang bersangkutan membuat dan menandatanSai Surat Pernyataan

Pengakuan Hutang (SP2H) di atas kertas yangbermaterai cukup.

b. Apabila pihak ketiga tidak bersedia menyelesaikan xcara damai, maka

diselesaikan melalui hrntutan perdata ke pengadilan negeri atau dilimpahkan ke

Badan Urusan Prutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Kadaluwarsa Tuntutan

Pasal 23

Kewajiban, pegawai negei bendahara dan bttkan bendahara, pejabat lain dan alzn

pihak ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5
(lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan)

tahun sejak teqadinya kerugian tidak dilakukan Wri.-Lnf.ttan Banti rugi terhadapyang

bersangkutan.

BAB V

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 24

(1)Tim Ad Hoc menyusun laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikannya

kep ada T rm Penyelesaian.

(2\lapran *bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdii dan :

a. laporan kejadian kekurangan perbendaharaan;

b. laporan kejadian kerugian rcgaru yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil

(PNS) bukan bendahara;

c.laporan . . .
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c. laporan kejadian kerugian negara yarrg disebabkan oleh perbuatan pihak

ketiga.

Pasal 25

(1) Iaporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,memuat;

a. Jumlah Kerugian Negara;

b, Kejadian y ang mengakib atlran kerugian negar a;

c. Penjelasan, pertimbangan, *rta telaahan hukum;

d. Rekomendasi;

e. lampiranl

f . Trndakan yang telah diambil.

(2) laporan sekurang kurangnya dilampiri :

a. Berita Acaru Pemeriksaanl

b. daftar pefianyaan untuk proses t:tlnt:tttan perbendaharuan /tuniian gantr

rugi;

c. fotocopy laporankepada pihak kepolisian,blla ada;

d, Beita Acara Pemerilsaan IGs;

e. SKTM (dalam hal yang bersangkutan telah menandatanganinya).

Pasal 26

(I)Tim Penyelesaian memutuskan dan menetapkan besarnya kerugian negara dan

tuta cara penyelesaiannya berdasarkan Laporun Hasil Pemeriks aan yang disusun

oleh Tim Ad Hoc.

(2) Setelah l-aporan Hasil Pemerila aan diveifikasi, Tim Penyelesaian menerbitkan

laporun Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara yang ditandatangani oleh

PenanggrmgJawab Tim Penyelesaian untuk kemudian diserahkan kepada Menteri

Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sesmeneg. PPN/Sestama

Bappenas dan pejabat Eselon I sebagai atasan terkait.

Pasal 27

(1) Berdasarkan Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan

langkah...



-18-

langkah tindak lanjut berupa penerbitan Surat Pembeitahuan Ganti Rugi (SPGR)

kepada pelaku yang memuati

a. jrtmlah kerugian negata;

b. sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan

yang berlaku;

c. tenggangwaktu yang diberikan untuk melakukan pembelaan secara terhrlis;

d. cara pelunasan kerugian negaru dan jangka waktu pelunasan.

(2) Menteri Negara PPN/lkpala Bappenas dapat mendelegasikan pelaksanaan

Iangkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada

Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas.

(3) Sanlai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diatas terdiri dari:

a. mengembalikan uang kepada negara sejumlah besarnya kerugian negara,

dalam hal teqzdinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang

dilakukan pelaku yang be rsangkutan; dan atau

b. sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Wrat.fian
pertndang- undangan y ang berlaku;

(4') Dalamhalterdapat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi, Menteri

Negara PPN/Kepala Bappenas meneruskan laporun Hasil Pemeriks aan kepada

pejabat yangbrwenang yaitu pihak kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal te4adi ketrdaklancaran/kemacetan pengembalian kerugian negara

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. tegtran secara tertulis sebanyak-banyaknya dua kali;

b. meneruskan penagihan kerugian negara kepada BUPLN.

Pasal 28

Pedoman ini akan dilengkapi dengan formulir-formulir yang dipergwakan dalam

rangka memudahkan proses pemeriksaan Wnangar.an kasus-kasus kerugian negara.

BAB VI ...
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BAB VI

PENUTUP

Pasal29

Hal-hal lain yang belum cukup diat:,.;r dalam Keputusan ini dilaksanakan sesuai

dengan ketentttan dan peraflrtran yangberlaku di Kementrian PPN /Bappenas.

Pasal 30

Dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kadafuwarsa yang diatar dalam

Pasal 23 Keputusan ini, kerugian negata yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan

ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan yang diatutr di dalam

Keputusan ini.

Pasal 3 1

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabtla

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan

dradakan Wrbaiku;n sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dilakarta

Pada tanggal 14 Januari 2005

MENTTRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/

KEPATA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL,
-rrt7r'

DR. SRI MULYANI INDRAWATI



10 Andika Zulkarnaen, SH
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11 Suwarno, SE, MA
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72 Syamsidar Thamrin, ST, MBA
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13 Nza Hamzah, SE.AK, ME
NIP. 350 001 013
Gol. IIIlc
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14 Holidin , SE

NrP. 350 000 502

Gol.lll/b
i5 Tuhu Wagiono, S.Sos
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Gol. IIIla
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